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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWORE.IO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWORtrJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2024 ter,tang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengelolaan

Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Purworejo;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 terrtang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

idih. kpu. go. id/jaten g/pu rworejo
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2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6512); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo
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Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 531); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo
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Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PURWORE.IO TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

dan Pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Purworej o sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman

dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada

masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILII{AN UMUNI

I(A.BUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian'leknis Penyelenggaraan Pemi.hr,

P Hubun gal I!{ asyarakat,

j

h aJf to Wijavadi idih.kpu.go.id/jateng/ourworeio



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR 22 TAHUN 2025 

TENTANG PENETAPAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 

DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PURWOREJO 

 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR: 27/ORT.06/3306/4/2025 

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN 2025 
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PENGESAHAN 

 

1. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari 

kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.  

2. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.  

3. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh 

pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas 

dan tanggungjawabnya. 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.  

5. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.  

6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.  

7. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.  

8. Memberikan informasi bagi upaya pengingkatan kompetensi pejabat dan 

pelaksana.  

9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang 

pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.  

10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, 

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.  

11. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Purworejo 

pada tanggal 22 September 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO 

 

ttd. 

 

JAROT SARWOSAMBODO 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo


-3- 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO 

 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN 

1. Persyaratan a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi  

b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport) 

c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan informasi publik 

d. Menyampaikan secara jelas informasi yang dibutuhkan 

e. Menyampaikan tujuan penggunaan informasi 

f. Menyampaikan cara memperoleh informasi 

g. Menyampaikan cara mendapatkan Salinan Informasi 

Jam pelayanan adalah  

• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30  

• Jumat pukul 08.00 – 16.00 

2 Sistem 

Mekanisme 

dan Prosedur 

 

1. Pemohon atau masyarakat mengajukan informasi publik ke Kantor KPU Kabupaten Purworejo. 

2. Petugas Desk Pelayanan menerima form permohonan layanan informasi yaitu Model PPID-B 

3. Petugas PPID mencatat Nama, Alamat dan Informasi yang dimohonkan 

4. Petugas layanan memberi bukti penerimaan informasi berupa nomor dan tanggal pendaftaran 

5. Tim  Penghubung berkoordinasi dengan pimpinan PPID perihal data atau layanan informasi yang diminta 

6. Petugas memberi jawaban dan/atau informasi yang diminta pemohon 

7. Petugas melakukan mengadministrasikan permohonan informasi dengan mendokumentasikan 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo
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NO KOMPONEN URAIAN 

3 Alur 

Mekanisme 

Permohonan 

Informasi 

Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Perseorangan / 

Lembaga / Institusi 

Pihak tertentu mengajukan 

permohonan informasi ke KPU 

Kabupaten Purworejo 

Petugas Desk Pelayanan Menerima 

Form permohonan layanan informasi 

PPID 

Petugas PPID Mencatat Nama, 

Alamat, dan Informasi yang 

diminta. 

Memberi tanda bukti 

penerimaan permintaan 

informasi (berupa nomor 

pendaftaran) 

Menyiapkan Data dan 

Informasi yang diminta. 

Memberikan Jawaban atas 

Data dan/atau Informasi yang 

diminta oleh Pemohon 

Informasi. 

                             

 
Realisasi 

 
Publikasi 

 
Dokumentasi 

 
Evaluasi 

 
Pelaporan 

Selesai 
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NO KOMPONEN URAIAN 

4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/tarif. 

5. Produk 

Pelayanan 

Informasi yang dikelola olehKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dalam berbagai bentuk baik fisik maupun non 

fisik 

6. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran dan 

Masukan/ 

Apresiasi 

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Jalan Urip Sumoharjo No 6 Purworejo  dan dapat melalui email 

kab_Purworejo@kpu.go.id. / https://purworejokabppid.kpu.go.id/  atau melalui website https://kab-

purworejo.kpu.go.id/page/read/tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-atau-pelanggaran serta dapat 

menyampaikan langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta menyampaikan kepada Pejabat 

Pengelola Pengaduan Masyarakat. 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar 

Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo
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NO KOMPONEN URAIAN 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 99); 

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 

 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo
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NO KOMPONEN URAIAN 

2. Sarana dan 

Prasarana 

dan/atau 

Fasilitas 

a. Ruangan 

b. Laptop/ Komputer; 

c. Handphone; 

d. Printer; 

e. Scanner; 

f. Wi-fi/ Jaringan Internet; 

g. Meja dan Kursi Layanan /Helpdesk; 

h. Sarana dan prasarana lain. 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

a. Memiliki wewenang menyampaikan informasi secara resmi kepada publik.  

b. Memiliki kemampuan memahami informasi yang diminta 

c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menerima pemohon 

d. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pengelola/pejabat PPID 

e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service 

4. Pengawas 

Internal 

Layanan informasi publik diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Purworejo oleh: 

a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purworejo sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, 

dan kegiatan 

b. Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan informasi public 

c. Kasubbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Purworejo yang bertugas mengkoordinasi teknis dan 

pelaksanaan kegiatan 

d. Pelaksana teknis layanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 

5. Jumlah 

Pelaksana 

a. 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Purworejo  

b. 1 orang Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo
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NO KOMPONEN URAIAN 

c. 1 orang Kasubbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Purworejo 

d. 4 orang Staf Subbag subbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Purworejo 

e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi 

6. Jaminan 

Pelayanan 

a. Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/ 

informasi terkait demokrasi dan kepemiluan 

b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan 

kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Urip Sumoharjo No 6 Purworejo  dan dapat melalui 

email kab_Purworejo@kpu.go.id. / https://purworejokabppid.kpu.go.id/  atau melalui website 

https://kab-purworejo.kpu.go.id/page/read/tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-atau-pelangga

ran serta dapat menyampaikan langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta 

menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. 

7 Keamanan 

dan 

Keselamatan 

Pelayanan 

a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap 

program atau kegiatan sosialisasi 

b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus bersifat aksesibel 

(bagi disabilitas pengguna layanan sosialisasi) 

c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR) 

8 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Pelaporan kegiatan yang berisi: 

a. Deskripsi pelaksanaan  

b. Notulensi 

c. Publikasi dan dokumentasi 

d. Evaluasi kepuasan pelayanan informasi publik dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 

pengguna layanan 

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo
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e. Kelengkapan administrasi kegiatan.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 22 SePtember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinYa

StrKRETARIAT KOT,IISI PDMILIHAN UMUM

I'A,BUPATtrN PURWOREJO

Kepala Subbagian 'feknis Penye lenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubunga:r lv{asyarakat,

aaI
1

URAIANNO KOMPONEN

4 4O

2

*
ava
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